BAB V
PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian Pengadilan Negeri Kupang KelaslA dalam
menjalankan tugasnya mengalami hambatan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan
perkara nomor 06/G/2012/PHI/PN.Kupang.

1) Hambatan-hambatan eksekusi perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada

Yayasan Dua Puluh Desember Di Kota Kupang adalah sebagai berikut:

a. Hambatan eksternal

Hambatan eksternal yang ditemukan dalam penelitian adalah hambatan di
lapangan yakni: Pihak termohon mengalami kekurangan keuangan untuk
memenuhi kewajibannya, Objek eksekusi/barang yang akan disita tidak sebanding
dengan nilai yang harus dibayarkan, Pihak termohon tidak mempunyai itikad baik
untuk menjalankan putusan, Objek sitaan tidak dapat disita dengan aalasan
digunakan untuk kepentingan umum

2) Upaya yang dilakukan untuk menangatasi hambatan-hambatan dalam eksekusi
perkara adalah : Pihak pengadilan memberikan waktu kepada pihak tergugat/pihak
termohon untuk membayar kewajibannya, Pengajuan permohonan dari pihak pemohon

melalui kuasanya, Pendekatan yang dilakukan oleh pihak pengadilan dan pihak pemohon

5.2 SARAN

a. Bagi Pihak Yayasan



Menurut penulis Pihak yayasan sebaiknya segera melaksanakan kewajibannya yakni
membayar hak-hak dari para karyawan sesuai yang termuat dalam putusan dan
menunjukan itikad baiknya untuk melaksanakn putusan tersebut.

. Bagi Pihak Pengadilan

Menurut penulis sebaiknya pihak pengadilan bertindak lebih tegas terhadap
pelaksanaan putusan tersebut dan melakukan upaya paksa agar pihak termohon

segera memenuhi kewajibannya.
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